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KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35:7) TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di
lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan suatu
kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;

b. bahwa agar penanganan benturan kepentingan di lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
dapat terlaksana secara transparan dan tidak menimbulkan
penafsiran yang beragam, dipandang perlu dibentuk Tim
Penanganan  Benturan Kepentingan di lingkungan
Kepaniteraan dan = Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Tim
Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan
Kepaniteraan dan  Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi,

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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10.

11.

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65;

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor
004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku
Pegawai Mahkamah Konstitusi;

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor
11 Tahun 2011 tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku
Pegawai Mahkamah Konstitusi;

Peraturan  Sekretaris Jenderal Mahkamah  Konstitusi
Nomor 1B Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor
13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH
KONSTITUSI TENTANG TIM PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.

Menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di
Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Diktum KESATU,
mempunyai tugas:
a. menerima pengaduan atas dugaan benturan kepentingan;
b. mengumpulkan data dan informasi atau keterangan lainnya
mengenai kebenaran pengaduan;
c. mengidentifikasi dugaan benturan kepentingan,;
melakukan telaahan atas pengaduan dugaan benturan
kepentingan;
e. melaporkan hasil telaahan kepada Sekretaris Jenderal.

Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini
dibebankan kepaa DIPA Mahkamah Konstitusi;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi;
4. Yth. Ketua Komisi Pemberantasasn Korupsi;
5. Yth. Kepala Bagian Keungan Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH



Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor 357 Tahun 2018
Tanggal : 2 April 2018

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHEKAMAH KONSTITUSI

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
1. | M. Guntur Hamzah Sekretaris Jenderal Penanggungjawab
2. | Kasianur Sidauruk Panitera Penanggungjawab
3. | Tatang Garjito Inspektur Ketua
4. | Mulyono Kepa]a.Elro Sumber.Da):fa Wakil Ketua

Manusia dan Organisasi
5. | Jefriyanto Kepala Sub Bagian Tata Usaha SEliretitia
Inspektorat
6. | fian Sudtisnas Kepala.Bagxan Sumber Daya Biiagots
Manusia
: ; Kepala Sub Bagian Administrasi
7. | Dede Agustina Naibah :
ecefghshna DARate | Hakim dan Pegawai Anggota
Dhita Cantik :
8. e Auditor Pertama Anggota
Megatania
Immanuel Bungkulan
9. i
Binsar Hutasoit Auditor Anggota

10. | Dwi Poesvitasari Auditor Anggota
11. | Dian Dwi Hapsoro Auditor Anggota
12. | Andi Siti Chadidjah Auditor Anggota
13. | M. Fadhel Fahrul Rozi Z | Auditor Anggota
14. | Muhammad Rizki Auditor Anggota
1S. Surya IMurm Fangest Pengadministrasi Umum Anggota

Lestari
16. | Kin Isura Ginting Pengadministrasi Umum Anggota

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR

ZAH
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